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Pendahuluan
Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan paling bawah yang memiliki
peran penting dalam mengatur dan melayani masyarakat di tingkat lokal
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan
potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor pariwisata desa yang
memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Pengembangan
wisata desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat serta memperkenalkan potensi lokal daerah kepada masyarakat
luas.
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Pendahuluan
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan dampak
positif terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
Pengembangan wisata desa dapat membuka peluang usaha baru,
meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga budaya lokal agar
tetap lestari. Oleh karena itu, pengembangan wisata perlu melibatkan
masyarakat secara langsung agar manfaat ekonomi yang diperoleh dapat
dirasakan bersama.
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Pendahuluan
Wisata Punden Mbah Reco di Desa Ganggangpanjang merupakan salah

satu wisata budaya dan religi yang memiliki potensi cukup besar untuk di

Kelola dan dikembangkan. Pemerintah desa bersama Dinas Pariwisata dan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki peran penting dalam

mendukung pengembangan wisata tersebut, seperti menyediakan sarana

dan prasarana, melakukan promosi wisata, serta mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan wisata. Namun berdasarkan hasil observasi di

lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan di lokasi wisata.
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Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karyana (2023) menjelaskan bahwa
inovasi pemberdayaan BUMDes mampu memperkuat kemandirian ekonomi
desa melalui pembinaan masyarakat dan kerja sama berbagai pihak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fazlin, dkk (2024 pada wisata Gua Laulawi
menunjukkan bahwa promosi wisata berbasis budaya lokal dan keterlibatan
masyarakat dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus menjaga
kelestarian budaya.

Selain itu, penelitian Khotimah dan Pawestri (2022) menjelaskan bahwa
pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi
kendala seperti fasilitas yang kurang memadai, akses jalan yang rusak, serta
kurang optimalnya dukungan pemerintah.
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Data Jumlah Pengunjung 2025-2026
1. Januari 3.200

2. Februari 2.100

3. Maret 1.500

4. April 7.800

5. Mei 3.500

6. Juni 4.200

7. Juli 5.500

8. Agustus 2.800

9. September 2.000

10. Oktober 1.850

11. November 1.900

12. Desember 4.100

1. Januari 3.500

2. Februari 2.200

3. Maret 7.900

4. April 2.400

5. Mei 3.800

6. Juni 4.500

7. Juli 5.800
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Data Jumlah Pengunjung 2025-2026
Berdasarkan Tabel 1, jumlah kunjungan wisatawan ke Punden Reco selama 19
bulan menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh hari libur
keagamaan dan kegiatan budaya. Kunjungan tertinggi tercatat pada April
2025 sebanyak 7.800 orang dan Maret 2026 sebanyak 7.900 orang,
sedangkan kegiatan Grebeg Suro atau Bersih Desa pada bulan Juli turut
berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa Punden Reco memiliki potensi kunjungan yang cukup
baik sehingga diperlukan pengembangan promosi dan fasilitas pendukung
secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung
perekonomian masyarakat sekitar.
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Research GAP
• Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengembangan wisata desa, promosi

wisata, dan pemberdayaan BUMDes secara umum. Permasalahan yang ditemukan
meliputi kurang optimalnya promosi wisata, keterbatasan fasilitas pendukung, serta
kurang maksimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan wisata desa.

• Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas secara khusus peran pemerintah
desa dalam pengembangan wisata budaya dan religi berbasis masyarakat.

• Berdasarkan observasi awal di Wisata Punden Mbah Reco Desa Ganggangpanjang,
masih ditemukan beberapa permasalahan seperti promosi digital yang belum optimal,
fasilitas wisata yang belum memadai, serta partisipasi masyarakat yang belum merata
dalam pengelolaan wisata.

• Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada peran pemerintah desa menggunakan teori
Edy Suhardono dengan indikator fasilitator, mobilisator, dan regulator.
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Pertanyaan penelitian & Rumusan Masalah
Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai fasilitator dalam

pengembangan Wisata Punden Mbah Reco?

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai mobilisator dalam

mendorong partisipasi masyarakat pada pengembangan Wisata Punden Mbah Reco?

3. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai regulator dalam

pengelolaan Wisata Punden Mbah Reco?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis

bagaimana peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang sebagai fasilitator, mobilisator, dan

regulator dalam pengembangan Wisata Punden Mbah Reco.
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif yang digunakan untuk

memahami kondisi dan permasalahan

yang terjadi secara langsung wisata

Punden Mbah Reco di Desa Ganggang

Panjang

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan

karena mampu mengungkap fenomena

sosial secara komprehensif, kontekstual,

dan alamiah sesuai dengan situasi yang

terjadi di lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari
dua jenis, yaitu:

• Data primer, diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi
di lokasi penelitian.

• Data sekunder, diperoleh dari jurnal, artikel
ilmiah, dan dokumen pendukung
penelitian.

Jenis Penelitian Sumber Data Penelitian
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Metode
Populasi penelitian ini melliputi pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata Punden
Mba Reco, seperti pemerintah desa, pengelola wisata, dinas terkait, dan masyarakat
sekitar.

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling penelitian dipilih dari
informan yang mengetahui, memahami dan terlibat langsung dalam pengembangan
wisata. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan
fokus penelitian mengenai peran pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, dan
regulator dalam pengembangan wisata desa.
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Metode

• Wawancara, dilakukan untuk
memperoleh informasi mengenai peran
pemerintah desa dalam pengembangan
wisata Punden Mbah Reco.

• Observasi dilakukan secara langsung di
lokasi penelitian untuk melihat kondisi
wisata dan keterlibatan masyarakat
dalam pengelolaan wisata

• dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan data pendukung seperti
foto kegiatan, dokumen desa, dan data
terkait pengembangan wisata.

Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model Miles dan Huberman.

Terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Data yang diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih
dan disusun sesuai fokus penelitian agar
mudah dipahami dan dianalisis untuk
memperoleh kesimpulan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data
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Hasil dan Pembahasan (Fasilitator)
Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam
pengembangan wisata Punden Mbah Reco melalui
pendampingan, pemantauan, pendanaan, promosi,
kerja sama, dan pelatihan. Dinas PMD memberikan
pendampingan dalam perencanaan wisata, melakukan
pemantauan, serta menghubungkan desa dengan
program pendanaan pemerintah. Dinas Pariwisata
mendukung melalui monitoring, promosi wisata,
pelatihan pengelola, dan kerja sama dengan berbagai
pihak. Sementara itu, Pemerintah Desa
Ganggangpanjang menyediakan sarana dan prasarana
serta dukungan material, pengetahuan, dan
kelembagaan, termasuk merancang peta wisata dan
papan informasi sejarah Punden Mbah Reco. Dukungan
tersebut mendorong terwujudnya wisata berbasis
masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.
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Hasil dan Pembahasan (Mobilisator)
Pemerintah berperan sebagai mobilisator dalam
pengembangan wisata Punden Mbah Reco dengan
mendorong kesadaran, partisipasi, dan keterlibatan aktif
masyarakat. Dinas PMD menggerakkan masyarakat
melalui perencanaan, pembentukan legalitas,
pendampingan berkelanjutan, serta pemberian motivasi
agar pengembangan wisata dapat berjalan secara
berkelanjutan. Dinas Pariwisata mendorong keterlibatan
masyarakat melalui arahan strategi pengembangan
destinasi dan pemanfaatan potensi alam serta budaya
lokal sebagai daya tarik wisata. Sementara itu,
Pemerintah Desa Ganggangpanjang menggerakkan
masyarakat melalui kegiatan gotong royong,
pengembangan UMKM, serta melibatkan pemuda
dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan operasional
wisata.
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Hasil dan Pembahasan (Regulator)
Pemerintah Desa Ganggangpanjang berperan sebagai
regulator dalam menjaga keteraturan, transparansi, dan
keberlanjutan pengelolaan wisata Punden Mbah Reco
melalui penetapan aturan dan pengawasan kegiatan
wisata. Dinas PMD mengawasi penggunaan anggaran,
memastikan dasar hukum, serta membina pemerintah
desa agar pengelolaan berjalan transparan dan
akuntabel. Dinas Pariwisata menetapkan kebijakan dan
standar operasional serta melakukan monitoring agar
pengembangan wisata tetap memperhatikan aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sementara itu,
Pemerintah Desa Ganggangpanjang menetapkan
aturan melalui musyawarah, seperti jam operasional
pukul 07.00–17.00 WIB, pembagian zona pedagang,
larangan pedagang liar, serta pengelolaan dana
sukarela untuk pemeliharaan fasilitas.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, peran Pemerintah Desa Ganggangpanjang dalam
pengembangan Wisata Punden Mbah Reco berdasarkan teori Edy Suhardono telah
dijalankan melalui tiga peran, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Peran fasilitator
diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan, peran
mobilisator melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan UMKM,
sedangkan peran regulator melalui penerapan aturan dan kesepakatan pengelolaan
wisata. Namun, masih diperlukan optimalisasi promosi digital, peningkatan partisipasi dan
kapasitas masyarakat, penguatan koordinasi antar pihak, serta penyempurnaan regulasi
dan pengawasan agar pengembangan wisata dapat berjalan lebih tertib, partisipatif, dan
berkelanjutan.
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